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PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN,
KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh
orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat
langsung maupun tidak langsung atas layanan atau
pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh
negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan,
yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar
penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam
mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib
Bayar kepada Pemerintah Pusat yang wajib dibayar
pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara
Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
Surat Ketetapan PNBP adalah surat dan/atau
dokumen yang menetapkan jumlah PNBP Terutang
meliputi Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, Surat
Ketetapan PNBP Nihil, dan Surat Ketetapan PNBP
Lebih Bayar.

Pemeriksaan PNBP adalah kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan
lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan
atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP
berdasarkan peraturan perundang-undangan di

bidang PNBP.



10.

11.

12.
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Instansi Pemeriksa adalah badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan keuangan negara dan pembangunan
nasional.

Instansi Pengelola PNBP adalah instansi yang
menyelenggarakan pengelolaan PNBP.

Mitra Instansi Pengelola PNBP adalah Badan yang
membantu Instansi Pengelola PNBP melaksanakan
sebagian kegiatan pengelolaan PNBP yang menjadi
tugas Instansi Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari
dalam mnegeri atau luar negeri, yang mempunyai
kewajiban membayar PNBP, sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pimpinan Instansi Pengelola PNBP adalah Bendahara
Umum Negara atau Pimpinan Kementerian/Lembaga
yang memegang kewenangan sebagai Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dalam
Pengelolaan PNBP yang menjadi tanggung jawabnya,
serta tugas lain terkait PNBP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
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BAB II
KEBERATAN PNBP

Bagian Kesatu

Dasar Pengajuan Keberatan PNBP

Pasal 2

Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan PNBP Instansi

Pemeriksa terhadap Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP

menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP

berupa:

a. Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar;

b. Surat Ketetapan PNBP Nihil; atau

c. Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar.

Pasal 3

(1) Terhadap Surat Ketetapan PNBP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Bayar dapat
mengajukan keberatan kepada Instansi Pengelola
PNBP.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diajukan dalam hal terdapat perbedaan
antara jumlah PNBP yang dihitung oleh Wajib Bayar
dengan jumlah PNBP yang ditetapkan oleh Instansi
Pengelola PNBP.

(3) Pengajuan keberatan terhadap Surat Ketetapan PNBP

Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a dilakukan setelah Wajib Bayar melakukan
pembayaran paling sedikit sejumlah PNBP Terutang
yang telah disetujui oleh Wajib Bayar dalam

pembahasan akhir hasil Pemeriksaan PNBP.

Pasal 4
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam

Bahasa Indonesia dan disertai dokumen pendukung
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yang lengkap dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan

terhitung sejak tanggal Surat Ketetapan PNBP

diterbitkan.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

a. kopi Surat Ketetapan PNBP;

b. kopi bukti penerimaan negara, bukti setor, atau
sarana administrasi lain yang dipersamakan
dengan bukti pembayaran atas Surat Ketetapan
PNBP Kurang Bayar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) dalam hal PNBP Terutang
kurang bayar; dan

c. rincian perhitungan jumlah PNBP Terutang yang
dibuat oleh Wajib Bayar dan penjelasan atas
perbedaan perhitungan Wajib Bayar.

Batas waktu pengajuan keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Wajib

Bayar dapat membuktikan bahwa jangka waktu

tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar.

Pengecualian batas waktu pengajuan keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling

lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan

PNBP diterbitkan.

Keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi

kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. bencana; atau

b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Instansi
Pengelola PNBP.

Pengajuan keberatan yang dilakukan karena keadaan

di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi

dengan dokumen pendukung berupa:

a. kopi Surat Ketetapan PNBP;

b. kopi bukti penerimaan negara, bukti setor, atau

sarana administrasi lain yang dipersamakan

dengan bukti pembayaran atas Surat Ketetapan



